
BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVJNSI LAMPUNG

PERATU RAM BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 0 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGAN1SAS1 DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentaan Pasal 7
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomar 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangjcat Daerah,
perlu menata Unit Pelaksana Teknis Daerah di
bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan
Masyarakat;

b. bahwa untuk mcwujudkan pusat kesehatan
maayarakat yang efektif, efïsien, dan akuntabel
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang bermutu dan
berkesinambungan dibutuhkan pengaturan
organisasi dan tata hubungan ketja pusat
kesehatan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf hf perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat (Lembaran Negarë. Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 f Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tamhahau Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagimana tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2QI6
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana lelah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerab (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1335);

8. Peraturan Daerab Kabu paten Lampung Nomor
8 Tabun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerab;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija

Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
L Daerab adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Lampung Barat.



5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabu paten
Lampung Barat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah
suatu tempat yang digunakan untuk
menyelcnggarakan upaya pelayanan kesehatan,
balk promotif, prevent:f, kuratif maupun
rehabilitate yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

8. Unit Pelaksana Tekriis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UPTD Puskesmas adalah
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Barat, menupakan fasilitas
pelayanan kesehatan yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan
menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertarna. dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat di wilayah keijanya.

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disingkat UKM adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan
dengan sasaran keluarga, kelomppk, dan
masyarakat.

10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang
selanjutnya disingkat UKP adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, pcnyembuhan
penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
scrta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenang^n untuk melakukan
upaya kesehatan.

12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang
selanjutnya disebut dengan Pelayanan
Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh
Puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
pencatatan. dan pelaporan yang dituangkan
dalam suatu sistem.

13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suaiu
tatanan yang rnenyediakan infonnasi untuk
membantu proses pengambilan keputusan
dalam melaksanakan manajemen Puskesmas
untuk mencapai sasaran kegiatannya.



14. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Barat.

15. Kepala Tala Usaha adalah Kepala Tata Usaha
UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan
Kahn paten Lampung Barat.

16. Jabatan Fung&ional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegaivai Negeri
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pernbenlukan

Pasal 2
UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan adalah
sebagai berikut:
a. UPTD Puskesmas Gedung Sarian;
b. UPTD Puskesmas Kebun Tebu;
c. UPTD Puskesmas Sumbeqaya;
d. UPTD Puskesmas Air Hitam;
e. UPTD Puskesmas Fajar Bulan;
f. UPTD Puskesmas Sekincau;
g. UPFD Puskesmas Hagar Dewa;
h. UPTD Puskesmas Batu Ketulis;
f. UPTD Puskesmas KenaU;
j. UPTD Puskesmas BaLu Brak;
k. UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh;
1. UPTD Puskesmas Srimulyo;
m. UPTD Puskesmas Liwa;
n. UPTD Puskesmas Buay Nyerupa; dan
o. UPTD Puskesmas Lombok,

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3
[1] Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat

fungsional dan unit layanan yang bekeija sccara
professional yang dipimpin oleh seorang Kepala
Puskesmas.

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1)
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan
pemcrintahan atau penunjang urusan
pemerintahan yang diselenggarakan.



BAB m
PRINSIP PENT ELENGGARAAN, TUGAS,

FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesaru
Pnnsip Penyelenggaraan

Pasal 4
(1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:

a. paradigma sehat;
b. pertanggungjawaban wilayah;
c, kernandirian masyarakat;
d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
e. teknologi tepat guna; dan
f, keterpaduan dan kesinamhungan.

Bagian Kedua
Tagas dan Fungsi

Pasal 5
(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

(2j Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan
sehagaimana dimaksud pada ayat (l)r Puskesmas
mengintegrasikan program yang dilaksanakannys
dengan pendekatau keluarga.

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meru pakan salah satu cara
Puskesmas mengintegrasikan program untilk
meningkatkan jangkauan sasaran dan
mendekatkan akses pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga,

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:
a. penyelenggaraan DKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya,

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 7
Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM
tingkat pertama di wilayah keijanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas
berwenang untuk:
a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan

basil anahsis masaiah kesehatan masyarakat dan
kebmuhan pelayanan yang diperlukan;

h. melaksanakan advokasi dan sosiali&asi kebijakan
kesehatan ;

c. melaksanakan komunikasi, mformasb edukasi,
dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang
kesehatan ;



d. menggeralckan masyarakat untuk mengidentifikasi
dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap
tingkat perkembangan masyarakat yang bekeija
sama dengan pimpinan wilayah dan sektor Iain
terkait;

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap
insütusi, jaringan pelayanan Puskeemas dan
upaya kesehatan bcrsumber daya masyarakat;

f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Puskesmas;

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar
benvawasan kesehatan;

h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang
berorientasi paria keluarga, kelompok, dan
masyarakat dengan mempertimbangkan faktor
biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan
Kesehatan;

j- memherikan rekomendasi terkait masalah
kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem
kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan
penyakit;

k melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
1. melakukan kolaborasi dengan Pasilitas Pelayanan

Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di
wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber
daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8
Dalam melaksanakan ftingsi penyelenggaraan UKP
tingkat pertama di wilayah keTjanya sebagaimaua
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas
berwenang untuk:
a, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar

secara kompreheneif, berkesinam bungan,
bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan
faktor biologia, psikoïogi, sosial. dan budaya
dengan membina hubungan dokter - pasien yang
eratdan setara;

h. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
mengutamakan upaya promotif dan prevemif;

c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
berpusat pada individu, berfokus pada keluarga,
dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
mengutamakan kesehatan, keamanan ,
keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan
lingkungan kerja;

e, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan
prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar
profesi;

f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi

terhadap mutu dan akscs Pelayanan Kesehatan;
h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan

peningkatan kompetensi sumber daya manusia
Puskesmas;



L melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan
indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan

j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kenanya,
sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 9
Selain memiliki kcwenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan
pembinaan terhadap KasiLitas Pelayanan Kesehatan
tingkat portama di wilayah kerjanya.

Pasal 10
(1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas dapat
berfungsi sebagai wahana pendidikan bïdang
kesehaLan, wahana program internsip, dan/atau
sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas
sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan,
wahana program internsip, dan/atau sebagai
jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB ITI
ORGANISAS1 DAN TATA HUBUNCtAN KFRJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
£1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat

fungsional dan unit layanan yang beketja secara
profesionaL

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala dmas kesehatan daerah kabupaten/kota,
sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 12
(1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang

eiêktif; efisiem dan akuntabel.

(2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. kepala Puskesmas;
b. kepala rata usaha; dan
c. penanggung jawab.



Pasa] 13
(1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD

Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional
tenaga kesehatan yang dïberikan Lugas
tambahan;

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimakaud pada
ayat (1) merupakan penanggung jawab atas
scluruh pcnyclcnggaraan. kegiatan di Puskesmas,
pembiuaan kepcgawaian di satuan ke^anya,
pengelolaan keuangan, dan pengelolaan
bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 14
(1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan

oieh Bupati.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling

rendah sarjana S-l (strata satu| atau 0-4
(diploma empat);

c. pemah paling rendah menduduki jabatan
fungsional tenaga kesehatan jcnjang ahli
pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;

d. memiliki kemampuan manajemen di bidang
kesehatan masyarakat;

e. masa keija di Puskesmas paling sedikit 2
(dua| tahun; dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen
Puskesmas,

(3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan
sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga
kesehatan derigan kualifikasi pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
humf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh
pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan
tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Pasal 15
(1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf b mempakan jabatan
eselon IV b;

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Tata Usaha
harus memenuhi persyaratan:
a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
b, memiliki pendidikan paling rendah Diploma

(D3); dan
c. memahami admin istrasi keuangan dan sistem

informasi kesehatan.



Pasal 16
(1) Kepala rata usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf b mcmiliki tugas dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
administrasi Puskesmas.

(2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membawahi beberapa kegiatan
diantaranya koordinator tim manajemen
puskesmas, system informasi puskesmas,
kepegawaian, mmah Langga, keuangan,
penanggung jawab bangunan, prasaranan dan
peralatan puskesmas.

Pasal 17
(1| Penanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. penanggung jawab UKM esensial dan

keperawatan kesehatan masyarakst, yang
membawahi:
1. pelayanan promosi kesehatan
2. pelayanan kesehatan lingkungan
3. pelayanan kesehatan keluarga vang

bersifat UKM
4. pelayanan gizi yang bersifat UKM
5, pelayanan pencegahan dan pengendalian

penyakit
6. pelayanan keperawatan kesehatan

masyarakat, dan/atau
7. pelayanan UKM pengembangan

b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan
laboratorium, membawahi beberapa kegiatan
seperil:
1. pelayanan pemeriksaan umum
2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. pelayanan kesehatan keluarga bersifat

UKP
4. pelayanan gawat darurat
5. pelayanan giziyang bersifat UKP
6. pelayanan persalinan
7. pelayanan rawat inap untuk puskesmas

yang menyediakan pelayanan rawat inap
8. pelayanan kefarmasian
9. pelayanan laboratorium

c. penanggung jawab jaringan pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang
meliputi;
1, puskesmas Pembantu
2. puskesmas Keliling
3* prakti Bidan Desa
4. jejaring Puskesmas

d. penanggung jawab mutu

(3) Selain penanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (!) dapat dibentuk
penanggung jawab lainnya bcrdasarkan
kebutuban Puskesmas dengan persetujuan
kepala dinas kesehatan.



Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 18
(1) Hubungan keija antara dinas dengan Puskesmas

bei'sifat pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I J
dilakukan oleh dinas kepada Puskesmas sebagai
unit pelaksana teknia daerah yang memiliki
otonomi dalam rangka sinkronisasi dan
haimonisasi pcncapaian tujuan pcmbangunan
kesehatan daerah.

(3) Pencapaian tujuan pemba ngu nan kesehatan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bagian dari tugas. fungsi, dan
tanggung jawab dinas.

Pasal 19
(1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1},
Puskesmas memiliki hubungan keija dengan
rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan
lain, upaya kesehatan bersumbcrdaya
masyarakat, dan lintas sektor terkait laiunya di
wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

(2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan
rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau
rujukan di bidang upaya kesehatan.

(3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya
kesehatan berst jmberdaya masyarakat bersifat
pembinaan. koordinasi, dan/atau rujukan di
bidang upaya kesehatan.

(4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas
sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat
koordinasi di bidang upaya kesehatan.

(5^ Koordinasi dibidang upaya kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan
upaya kesehatan yang paripuma.

Pasal 20
(1) Pertanggtmgjawaban penyelenggaraan Puskesmas

dilaksanakan melalui laporan kineija yang
disajnpaikan kepada kepala dinas kesehatan
seeara berkaia paling sedikit 1 (satu) kali dalam
satu tahun.

(2) Laporan kineija sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi
tentang pencapsian pelaksanaan pelayanan
kesehatan dan manajemen Puskesmas.



(3) Kepala dinas kesehatan harus membenkan
umpan balik terhadap laporan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dalam
rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

(4) Sclain laporan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban
membenkan Laporar Jain melalui aistem informasi
Puskesmas.

BAB ÏV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 35 Tabun 2010 tentang Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengnndangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn
Lampung Barat.

0 V-4S€hfth»n
MW)

pada tanggal

SEKRETARIS
KABUPATEM

Diundangkan di Liwa

AERAH
tMPUNG BARAT,

10 ftbtuoiri 2020

BUPATI LAMPUNG

pada tanggal 2020
Ditetapkan di Uwa

MABSUS

AKMAI
BERITj lERAH KARUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMÜR



STRUKTUR ORGA NISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESËHATAN M ASYARAKAT l-ADA DINAS KESEHATAN

LAMPÏRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : Öf TAHUN 2020
TANGGAL : 2020
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